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Abstrak 

Perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing merupakan 

fenomena yang semakin meningkat di era globalisasi. Namun, tidak sedikit pasangan yang 

melangsungkan perkawinan tanpa melalui pencatatan resmi sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait 

keabsahan status perkawinan, hak-hak keperdataan, serta status anak yang dilahirkan dari 

perkawinan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum isbat nikah 

sebagai instrumen penyelesaian terhadap perkawinan campuran yang tidak tercatat. Metode 

penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa isbat nikah memiliki kedudukan penting dalam 

memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan perkawinan campuran yang 

belum tercatat. Melalui penetapan pengadilan, status hukum perkawinan tersebut diakui oleh 

negara sehingga berdampak pada pengakuan terhadap hak-hak keperdataan, termasuk status anak 

dan harta bersama. Namun demikian, penerapan isbat nikah terhadap perkawinan campuran 

masih menghadapi kendala administratif dan normatif, terutama ketika salah satu pihak berstatus 

non-Muslim. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi antara hukum agama, hukum nasional, dan 

hukum internasional agar pelaksanaan isbat nikah dalam perkawinan campuran dapat berjalan 

secara efektif dan berkeadilan. 

Kata kunci: Isbat Nikah, Perkawinan Campuran, Pencatatan Perkawinan, Kepastian 

Hukum, Pengadilan Agama 

Abstract 

Mixed marriages between Indonesian citizens and foreign nationals are a growing phenomenon 

in the era of globalization. However, many couples marry without formal registration as 

stipulated in laws and regulations. This situation gives rise to various legal issues, particularly 

regarding the validity of marital status, civil rights, and the status of children born from the 

marriage. This study aims to analyze the legal status of marriage confirmation as an instrument 

for resolving unregistered mixed marriages. The research method used is normative juridical 

with a statutory approach. The results show that marriage confirmation plays a crucial role in 

providing legal certainty and protection for unregistered mixed marriage couples. Through a 

court ruling, the legal status of the marriage is recognized by the state, thus impacting the 

recognition of civil rights, including the status of children and joint property. However, the 

application of marriage confirmation to mixed marriages still faces administrative and 

normative obstacles, particularly when one of the parties is non-Muslim. Therefore, 

synchronization between religious law, national law, and international law is necessary to 

ensure the implementation of marriage confirmation in mixed marriages is effective and 

equitable. 

Keywords: Marriage Confirmation, Mixed Marriage, Marriage Registration, Legal Certainty, 

Religious Courts 



I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi penting 

bagi individu dan masyarakat. Dalam konteks hukum Indonesia, perkawinan tidak hanya 

dipandang sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai 

lembaga hukum yang menimbulkan akibat keperdataan, seperti status hukum suami-istri, 

anak, serta harta bersama. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi aspek yang sangat 

krusial guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang 

melangsungkannya.
1
 

Namun, dalam praktiknya, masih banyak pasangan yang melangsungkan perkawinan 

campuran antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) tanpa 

melalui prosedur pencatatan yang sah. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti 

ketidaktahuan terhadap peraturan hukum, perbedaan agama, atau hambatan administratif 

dalam memperoleh izin dari instansi terkait.
2
 Akibat dari tidak tercatatnya perkawinan 

tersebut adalah tidak diakuinya perkawinan oleh negara, yang berimplikasi pada tidak 

terlindunginya hak-hak keperdataan para pihak maupun anak yang lahir dari perkawinan 

tersebut.
3
 

Sebagai solusi terhadap kondisi tersebut, hukum Islam melalui Pengadilan Agama 

menyediakan mekanisme isbat nikah sebagai sarana untuk menetapkan keabsahan perkawinan 

yang telah dilangsungkan namun belum tercatat. Isbat nikah bertujuan agar perkawinan 

tersebut mendapatkan pengakuan dan kekuatan hukum dari negara.
4
 Akan tetapi, penerapan 

isbat nikah dalam konteks perkawinan campuran menimbulkan permasalahan tersendiri 

karena melibatkan dua sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum nasional dan hukum agama, 

serta perbedaan status kewarganegaraan dan agama antara para pihak.
5
 

Selain itu, dalam praktik di Pengadilan Agama, permohonan isbat nikah untuk 

perkawinan campuran seringkali ditolak apabila salah satu pihak beragama non-Muslim. Hal 

ini karena yurisdiksi Pengadilan Agama hanya mencakup perkara-perkara bagi umat Islam.
6
 

Akibatnya, pasangan yang melangsungkan perkawinan campuran namun tidak tercatat kerap 

mengalami kebuntuan hukum, terutama dalam memperoleh pengakuan atas status 

                                                           
1
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2). 

2
 M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 

hlm. 56. 
3
 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 112. 

4
 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 7 ayat (2). 

5
 Siti Musdah Mulia, Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender, (Jakarta: Gramedia, 2019), hlm. 143. 

6
 Yusdani, “Penerapan Isbat Nikah terhadap Perkawinan yang Tidak Dicatatkan”, Jurnal Hukum Islam, Vol. 

17, No. 2 (2021), hlm. 45. 



perkawinannya. Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih jauh kedudukan hukum isbat 

nikah dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan campuran tidak tercatat, baik dari 

aspek normatif maupun praktik peradilan. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai 

posisi hukum isbat nikah dalam sistem hukum nasional, serta menawarkan solusi terhadap 

problematika hukum yang dihadapi oleh pasangan perkawinan campuran. Dengan demikian, 

hasil kajian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam 

dan harmonisasi antara hukum agama, hukum nasional, dan hukum internasional dalam 

konteks perkawinan lintas negara. 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (doctrinal research), yaitu 

penelitian hukum yang bertujuan untuk menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku 

serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.
7
 Pendekatan ini 

digunakan karena fokus penelitian terletak pada analisis terhadap peraturan perundang-

undangan dan doktrin hukum terkait isbat nikah dalam perkawinan campuran yang tidak 

tercatat. 

Pendekatan yuridis normatif ini dipadukan dengan pendekatan perundang-undangan 

(statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan 

digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur tentang perkawinan dan 

pencatatan perkawinan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 

tentang Pencatatan Pernikahan.
8
  

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan 

menelusuri literatur, dokumen hukum, dan sumber ilmiah lainnya yang relevan.
9
 Data yang 

telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan 

dan menginterpretasikan hasil temuan berdasarkan norma hukum yang berlaku serta praktik 

peradilan, untuk menghasilkan kesimpulan mengenai kedudukan hukum isbat nikah dalam 

menyelesaikan permasalahan perkawinan campuran tidak tercatat.
10

 

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang 

komprehensif mengenai dasar hukum, prosedur, dan implikasi yuridis dari pelaksanaan isbat 
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nikah dalam konteks perkawinan campuran, serta memberikan rekomendasi terhadap 

harmonisasi antara hukum nasional dan hukum agama. 

II. PEMBAHASAN 

A. Pengertian dan Dasar Hukum Isbat Nikah 

Isbat nikah merupakan permohonan penetapan perkawinan yang diajukan ke Pengadilan 

Agama untuk memperoleh pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan, namun 

belum memiliki bukti berupa akta nikah. Penetapan ini diberikan kepada pasangan suami istri 

yang telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta telah 

memenuhi rukun dan syarat nikah, sehingga secara hukum fiqh perkawinannya dianggap sah. 

Perkara itsbat nikah termasuk dalam kategori perkara voluntair, yang hasil akhirnya berupa 

penetapan pengadilan.
11

 

Secara etimologis, isbat nikah berasal dari bahasa Arab “tsabat” yang berarti penetapan 

atau pengakuan. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, isbat nikah diartikan sebagai 

permohonan kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan keabsahan suatu perkawinan yang 

telah dilangsungkan menurut syariat Islam namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama 

(KUA).
12

 Dasar hukum isbat nikah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) yang menyatakan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta 

nikah, dapat diajukan isbat nikah-nya ke Pengadilan Agama”.
13

 

Tujuan utama isbat nikah adalah memberikan kepastian hukum terhadap status 

perkawinan serta melindungi hak-hak keperdataan para pihak, termasuk anak yang lahir dari 

perkawinan tersebut.
14

 Dengan adanya penetapan isbat nikah, perkawinan yang semula hanya 

sah secara agama memperoleh pengakuan hukum negara, sehingga memiliki akibat hukum 

yang sah dalam sistem hukum nasional. 

B. Permasalahan Hukum Perkawinan Campuran Tidak Tercatat 

Perkawinan campuran di Indonesia diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perkawinan campuran adalah 

perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan 

kewarganegaraan dan/atau agama.
15

 Dalam praktiknya, perkawinan campuran sering kali 

dilangsungkan tanpa pencatatan resmi karena perbedaan agama atau hambatan administratif, 
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misalnya tidak terpenuhinya syarat izin dari pejabat berwenang atau ketidakmampuan salah 

satu pihak untuk memenuhi syarat keimigrasian.
16

 

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 memang hanya diatur dalam satu ayat, namun aspek pencatatan memiliki peranan yang 

sangat penting. Hal ini terlihat dari prosedur pelaksanaan perkawinan yang seluruhnya 

berkaitan dengan proses pencatatan tersebut. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa 

pencatatan perkawinan bukan sekadar syarat administratif, tetapi juga berimplikasi terhadap 

sah atau tidaknya suatu perkawinan.
17

 

Terkait dengan perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia, pelaksanaannya 

harus mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan 

campuran tidak dapat dilakukan sebelum terbukti bahwa seluruh syarat yang ditentukan oleh 

masing-masing hukum pihak terkait telah dipenuhi. Oleh karena itu, pejabat yang berwenang 

mencatat perkawinan wajib memberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa syarat-

syarat tersebut telah terpenuhi sebelum perkawinan campuran dapat dilangsungkan. 

Ketiadaan pencatatan ini menyebabkan perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan 

hukum di hadapan negara, sehingga menimbulkan permasalahan hukum serius, antara lain: 

 Tidak diakuinya status hukum suami istri di mata hukum; 

 Ketidakpastian terhadap status anak; 

 Kesulitan dalam pewarisan dan harta bersama; 

 Hambatan dalam pengurusan dokumen kependudukan, seperti Kartu Keluarga atau 

akta kelahiran anak.
18

 

Status atau identitas kewarganegaraan memiliki peranan yang sangat penting karena 

menjadi penanda adanya hubungan hukum antara individu dengan negara. Status ini berfungsi 

sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban sipil seorang warga negara, di 

mana identitas kewarganegaraan menimbulkan konsekuensi terhadap hak dan kewajiban yang 

diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai kewarganegaraan. 

Dalam perspektif hukum perdata internasional, penentuan status anak serta hubungan 

hukum antara anak dengan orang tuanya harus terlebih dahulu melihat keabsahan perkawinan 

orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan. Apabila perkawinan orang tuanya sah, maka 

anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya; sebaliknya, jika perkawinan tersebut tidak 

sah, anak dipandang sebagai anak luar nikah yang hanya mempunyai hubungan hukum 

dengan ibunya. Oleh karena itu, pasangan perkawinan campuran yang belum tercatat sering 
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menempuh jalur hukum melalui permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama untuk 

memperoleh pengakuan atas perkawinannya. 

C. Kedudukan Hukum Isbat Nikah dalam Menyelesaikan Permasalahan Perkawinan 

Campuran 

Kedudukan isbat nikah dalam konteks perkawinan campuran tidak tercatat memiliki 

posisi yang strategis tetapi terbatas. Secara prinsip, Pengadilan Agama memiliki kewenangan 

absolut dalam memeriksa dan menetapkan perkara-perkara di bidang perkawinan bagi mereka 

yang beragama Islam.
19

 Dengan demikian, isbat nikah hanya dapat diajukan apabila kedua 

belah pihak beragama Islam, atau setidaknya perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan 

hukum Islam.
20

 

Dalam hal salah satu pihak beragama non-Muslim, permohonan isbat nikah tidak dapat 

diterima oleh Pengadilan Agama karena melampaui yurisdiksinya.
21

 Namun, apabila 

perkawinan campuran tersebut dilakukan setelah pihak non-Muslim memeluk agama Islam, 

maka permohonan isbat nikah dapat diterima, karena dasar pernikahan yang diisbatkan sudah 

memenuhi ketentuan hukum Islam.
22

 Dalam konteks ini, isbat nikah berperan sebagai 

mekanisme rekognisi hukum yang mengubah perkawinan sah secara agama menjadi sah 

secara hukum negara. 

Dari perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch, isbat nikah menjadi sarana 

perwujudan nilai Rechtssicherheit (kepastian hukum), karena memberikan kejelasan terhadap 

status hukum pasangan dan anak.
23

 Selain itu, dari sudut pandang keadilan (gerechtigkeit), 

mekanisme isbat nikah memberikan kesempatan kepada pasangan yang semula tidak tercatat 

untuk mendapatkan perlindungan hukum yang setara dengan perkawinan yang tercatat. 

D. Tantangan dan Implikasi Penerapan Isbat Nikah 

Meskipun isbat nikah memberikan solusi terhadap permasalahan perkawinan tidak 

tercatat, terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya pada kasus perkawinan campuran, 

antara lain: 

 Batas yurisdiksi agama dan kewarganegaraan, di mana Pengadilan Agama tidak dapat 

memutus perkara jika salah satu pihak non-Muslim; 

 Keterbatasan hukum nasional dalam mengakomodasi perkawinan lintas agama dan 

lintas negara; 
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 Masih lemahnya kesadaran hukum masyarakat dalam melakukan pencatatan 

perkawinan sejak awal.
24

 

Untuk itu, diperlukan sinkronisasi antara hukum agama, hukum nasional, dan hukum 

internasional, terutama dalam konteks hak asasi manusia dan perlindungan anak. Pemerintah 

juga perlu memperkuat regulasi mengenai perkawinan campuran agar tidak menimbulkan 

ketidakpastian hukum di kemudian hari.
25

 

Dari hasil analisis terhadap peraturan dan praktik peradilan, dapat disimpulkan bahwa 

isbat nikah merupakan instrumen hukum yang efektif secara terbatas untuk menyelesaikan 

permasalahan perkawinan campuran yang tidak tercatat, asalkan perkawinan tersebut 

dilakukan menurut hukum Islam dan memenuhi syarat substantif perkawinan.
26

 

Untuk meningkatkan efektivitasnya, perlu dilakukan: 

 Reformulasi regulasi agar isbat nikah dapat mencakup bentuk perkawinan 

campuran dengan pendekatan multiyuridis; 

 Penguatan koordinasi antara Pengadilan Agama, KUA, dan Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil; 

 Edukasi hukum bagi masyarakat agar kesadaran akan pentingnya pencatatan 

perkawinan semakin meningkat.
27

 

III. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Isbat nikah memiliki kedudukan hukum yang sangat penting dalam penyelesaian 

permasalahan perkawinan campuran yang tidak tercatat secara resmi di hadapan negara. 

Melalui penetapan pengadilan agama, perkawinan yang sebelumnya hanya sah menurut 

hukum agama dapat memperoleh pengakuan dari negara, sehingga menimbulkan akibat 

hukum yang sah, baik bagi pasangan suami istri maupun bagi anak yang lahir dari perkawinan 

tersebut. Dalam konteks perkawinan campuran, isbat nikah dapat diajukan apabila 

perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sah menurut hukum Islam serta tidak 

bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, penetapan isbat nikah 

berfungsi sebagai sarana rekognisi dan legalisasi hukum terhadap peristiwa perkawinan yang 

belum tercatat, sekaligus menjadi solusi untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan 

hukum bagi para pihak yang terlibat. 
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B. Saran 

Masyarakat diharapkan dapat melaksanakan setiap perkawinan, termasuk perkawinan 

campuran, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan melakukan pencatatan di 

instansi berwenang agar memperoleh pengakuan hukum dan menghindari permasalahan di 

kemudian hari. Pemerintah dan lembaga peradilan hendaknya meningkatkan sosialisasi dan 

edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta 

prosedur pengajuan isbat nikah, terutama di daerah yang masih sering terjadi perkawinan 

tidak tercatat. Selain itu, pembuat kebijakan perlu merumuskan peraturan yang lebih jelas dan 

komprehensif mengenai pelaksanaan isbat nikah bagi perkawinan campuran, agar terwujud 

kepastian hukum, kesetaraan hak, serta perlindungan hukum yang optimal bagi seluruh warga 

negara tanpa membedakan status kewarganegaraan. 
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